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1. Analisis kebijakan riset untuk inklusi disabilitas
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Grafik 44: Bentuk KtP Disabilitas Tahun 2020, Grafik 45: Ranah KtP Disabilitas Tahun 2020

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dapat diamati pada grafik 45. Seperti tahun
2019 dan 2018 yang mencatat kekerasan seksual sebagai kasus terbanyak (masing-masing 69 dan 57 kasus),
pada 2020 kekerasan seksual juga tercatat sebagai kasus terbanyak yakni 42%. Jenis-jenis kekerasan seksual di
antaranya adalah pemerkosaan, pencabulan dan eksploitasi seksual. Pada grafik 46 dapat dilihat kekerasan di
ranah rumah tangga/relasi personal dan ranah komunitas mencatat kasus terbanyak, yakni 43 %. Dari data ini
dapat disimpulkan pelaku kekerasan seksual terbanyak merupakan orang-orang yang memiliki hubungan
dekan dengan korban. Pada 2019, pelaku kekerasan seksual terbanyak tidak teridentifikasi.

Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020

CATAHU 2021
60
51
50
40
30 2
20
7 5 3

10 1 1

I - = - e

S ~ v & v S N
NS N S BN <& S N
& & & & & S ®
© & B
O &
< >

Grafik 43: Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020, CATAHU 2021

Data CATAHU 2021 merekam bahwa dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas,
tergambar bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan
dengan persentase 45%. Sama halnya dengan CATAHU 2020, mencatat disabilitas intelektual sebagai

kelompok paling rentan (47%) disusul disabilitas ruwi (19%) dan disabilitas psikososial (18%)

Diagram 5.1 Kelompok Rentan dalam Perundang-Undangan di Indonesia
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- ebijakan riset inklusif: antara komitmen dan realisasi

Lantas, mengapa riset terkait disabilitas dan/atau

agamana komtnen peneriniah uniuk membentuk

kebijakan riset rameh disablitas? melibatkan penyandang disabilitas masih sangat

minim?
Rendahnya partisipasi
penyandanyg (S)is:bilir:as di Data Badan Pusat
selgrgh tingkatan Statistik (BPS)
pe;:r:g:lé?fa;ifnm;; ‘ memperlihatkan
terdapat
UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan penyandang

disabilitas dengan usia
kerja. Namun,
Representasi yang rendah di

institusi pendanaan riset, hanya R
institusi akademik, maupun yang memiliki

jan dat .
pencarian data gelar sarjana

dan Teknologi (Sisnas Iptek)

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ';zsrizrg;?n';::t;;nfg?:;g;

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset inklusif terlewat

Nasional (RIRN) SIKLUS
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja EKSKLUSI
Pemerintah (RKP) 2021

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Di hulu, pemerintah menunjukkan upaya pengarusutamaan disabilitas

di kebijakan terkait riset dalam kerangka GEDSI, tetapi sayangnya tidak
ditindaklanjuti di hilir dalam berbagai sektor.

(Hermawati dan Arifianti, 2021)

Pendapat dan pengalaman

penyandang disabilitas tidak AT G [BIOEE 7192

yang ada tidak

tergambar dan tidak
terungkap dalam temuan penyandang disabilitas Sumber: OHCHR, 2020, Policy Guidelines for

merefeleksikan kebutuhan

riset h .
Inclusive Sustainable Development Goals:

Research and Innovation, him. 7


https://www.bps.go.id/publication/2018/11/30/6d8a8eb26ac657f7bd170fca/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2018.html
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Pendidikan sebagai Kunci

* UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5

1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus.

» Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang
memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

* UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi

hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan;

¢. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan,; dan

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

« PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang
Disabilitas
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Jumlah sekolah inklusi = Jumlah siswa berkebutuhan

di Indonesia = khusus yang bersekolah
di sekolah inklusi

35.802 127.541
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Tantangan
x Belum ada standar kurikulum
x Jumlah guru pendamping khusus masih sangat terbatas

X Belum ada pembekalan mumpuni bagi pihak sekolah
yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi




Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan Riset Inklusif

Pendekatan inklusi sosial
dalam melaksanakan
riset dan pegabdian

masyarakat

Diversifikasi topik riset
yang mengaitkan
dengan disabilitas dan
inklusi sosial

Inklusi sosial sebagai
topik riset prioritas

lokasi anggaran uiuk program terkait disalllites,
temeslk risat, mesih rendah

elum ada regldas yang mengatur pelibetan penyandang
dsadlitas ddam faum perencanean anggaran, bak d
tingkat pusat maupun deerah

elum terseda sarana dan prasarana yang nenudahkan
penyandang dsablitas dalam mengkuti perkenbangan
perenCansan penganggaran

- eberadean nit - ayanen - isadlitas yang damanatkan
tentang enyandang - isablitas tidek terlaksana secara
optimel, khususnya d tingkat permerintah deerah
ebagan besar topk disablitas hanya dkaitkan dengan
Isu sosid dan kemiskinen



Upaya Kolaborasi Lintas Sektor

Keterbukaan kerja
sama lembaga riset
dengan komunitas

Pemanfaatan teknologi

Jaminan pelibatan
dalam peraturan teknis

Pelibatan penyandang
disabilitas dalam
proses perencanaan
program atau
penganggaran

Penyediaan sarana dan
prasarana penunjang
akses

Monitoring dan
SYEIVEN




